
A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan sosial dalam masyarakat, dalam bentuk organisasi besar 

seperti negara dan kelompok lokal seperti keluarga dan rumah tangga, sangat 

penting bagi keberadaan manusia karena kita adalah makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup tanpa manusia lain. Semua mak.Wuk hidup berusaha untuk bertahan 

hidup dan in gin beregenerasi. Jtulah landasan dari apa yang disebut pemikahan. 

Pemikahan adalah suatu ibadah karena merupakan kontrak yang sangat kuat 

yang mengharuskan salah satu pasangan untuk mengikuti petunjuk Allah. 

Hukum Islam menganggap pemikahan sebagai hal yang sangat suci dan sakral. 

Islam mengakui kemitraan antara individu dari berbagai jenis kelamin sebagai 

hal yang sah melalui tata cara akad nikah ijab qabul. Persyaratan yang terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. negara hukum yang diatur berdasarkan supremasi hukum. Peranan 

lembaga peradilan adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang berfungsi 

sebagai pengawas terhadap segala pelanggaran terhadap hukum dan ketertiban 

umum. Pengadilan mungkin dipandang sebagai upaya terakhir dalam mencari 

keadilan dan kebenaran, sehingga secara teori pengadilan masih dipandang 

sebagai badan efektif yang berkontribusi dalam menjeaga nilai-nilai tersebut. 

Di Indonesia telah berlaku berbagai macam peraturan perundang­ 

undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan KeHakiman. Menurut Pasal 10 ayat (12) Undang­ 

Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman 
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1UU No.48 Talt1111 2009 Tentang U11da11g-U11da11g Kekuasaan Kehakiman 
1UU No. 50 Talt1111 2009, perubahan atas VU No.3 Taltun 2006 perubaltan atas VU No. 7 Ta/11111 1989 Te111a11g 
Peradllan Agama: 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

ditetapkan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Pengadilan Agama tersebut, maka diberlakukan pula hukum acara, hal ini 

Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 

Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

disebutkan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur berdasarkan 
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rakyat yang beragama Islam di Indonesia . Di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) 

kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan perekonomian syariah bagi golongan 

Agama, yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang-bidang perkawinan, 

2009 tentang Peradilan Agama, dimana dijelaskan kewenangan yuridis Pengadilan 

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Mahkamah Agung. Salah satu pelaksanaan kekuasaan yang dilaksanakan oleh 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang 

sebagaimana hal tersebut'diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 

Keempat badan peradilan tersebut yang di bawahi oleh Mahkamah Agung 

4. Peradilan Tata Usaha Negara. 

3. Peradilan Militer; 

2. Peradilan Agarna; 

l. Peradilan Umum 

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: 
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JU11da11g-U11da11g Republik Indonesia Nomor I Ta/11111 197./ te111a11g Perkowinon. 
'U11dang-U11da11g Republik Indonesia Nomor I Tahun /974 te11u111g Perkaw/11011 

karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhimya upaya 

secara hannonis, terkadang suami istri gaga! dalam membangun rumah tangganya 

Dalam kenyataannya, relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelibara 

keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa4. 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat 

Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah 

De Buitengewesten (Rbg) yang mengatur tentang hal itu. Menurut Undang- 

Reg!ement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Voor 

Dalam hukum di lndonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch 

efisien, maka muncul altematif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. 

formalitas belaka. Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan 

keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari 

Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. MuJai dari tingkat pertama, 

saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. 

demikian. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia 

Pengadilan Agama karena juga spesifikasi hukum lslam yang mengharuskan 

yang berlaku pada Pengadilan Agama, di samping hukum acara yang berlaku pada 

Pengadilan Agama adalah peradilan perdata, oleh sebab itu hukum acara 

agama yang diatur dalam Undang-Undang ini3. 

adalah Hukum Acara Khusus yang berlaku pada Pengadilan lingkungan peradilan 

hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama 
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'Data Laporan Perkara Pengodilan Agama Arso, Tah1111 2022-2023 

seorang Hakim dari keluarga laki-laki dan seorang Hakim dari keluarga 

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kiri ml ah 

Artinya : 

\ 0 • 
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An- Nisa ayat 35 yang berbunyi: 

sengketa melalui perdamaian sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat 

adanya orang ketiga, dalam konsep islam, dikenal adanya proses penyelesaian 

perceraian karena perjodohan, disebabkan pertengkaran secara terus menerus 

mulai dari terjadi dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Keroom, 

hat yang tidak dapat terhindarkan karena maraknya konflik rumah tangga yang 

sangat dibenci Allah ialah talak (cerai).". Faktanya perceraian itu menjadi sesuatu 

dengan tegas menyatakan dalam Hadis Rasulullah SAW "Perkara halal yang 

pernikahan itu tercapai, dalam agama islam sendiri membolehkan suami istri islam 

Dalam setiap perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan 

Tinggi Agama Jayapura". 

memang tidak sebanyak satker lain disatuan kerja wilayah lain di bawah Pengadilan 

menurun sebanyak I 09 perkara, jumlah perkara di Pengadilan Agama Arso 

Pengadilan Agama Arso di tahun 2022 sebanyak 122 perkara dan di tahun 2023 

(perceraian). Data perceraian di Kabupaten Keroom - Arso yang terdaftar di 

mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak 
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